PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124 TAHUN
2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas implementasi
sistem inti administrasi perpajakan (core tax
administration system) pada Direktorat Jenderal
Pajak dalam memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan, perlu melakukan penataan
organisasi;

b. bahwa penataan organisasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Menetapkan

4916) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024
tentang Kementerian Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
354);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124
TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I
Di antara Pasal 1839 dan Pasal 1840 dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063)
disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1839A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1839A

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839
dikecualikan bagi pembentukan jabatan baru,
pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru
pada Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru,
dan pelantikan pejabat baru pada Direktorat Jenderal
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1908
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